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A. Pendahuluan
1. Umum

Manajemen Risiko merupakan pengelolaan Risiko yang dihadapi organisasi secara
berkelanjutan. Manajemen Risiko merupakan serangkaian kegiatan terencana dan
terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam
keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

Manajemen Risiko merupakan langkah yang perlu dilakukan oleh organisasi untuk
mengetahui Risiko yang berpotensi muncul, baik yang berasal dari internal maupun
eksternal organisasi. Hasil identifikasi terhadap faktor Risiko ini menjadi modal dasar
dalam melakukan pemetaan profil Risiko yang membagi Risiko menjadi 3 (tiga) level
Risiko, mulai dari Risiko rendah (low risk) hingga Risiko tinggi (high risk). Pemetaan
Risiko yang telah dilakukan akan bermanfaat dalam menentukan tindakan
penanggulangan Risiko, baik itu pencegahan Risiko sebelum terjadi (preventive
action), mitigasi Risiko saat terjadi (risk mitigation), hingga upaya agar Risiko yang
sama tidak terjadi kembali di waktu yang akan datang (corrective action).

Manajemen Risiko untuk instansi pemerintah telah diatur sebelumnya oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut,
setiap instansi pemerintah diharuskan untuk melakukan penilaian Risiko sebagai salah
satu unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penilaian Risiko tersebut
meliputi identifikasi Risiko serta analisis Risiko, baik terhadap tujuan instansi
pemerintah maupun terhadap tujuan organisasi. Selain itu, Manajemen Risiko yang
terintegrasi dengan pengelolaan kinerja juga telah ditetapkan melalui Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
(MRPN).

Kementerian Hukum telah memiliki kebijakan terkait Manajemen Risiko, yakni
Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penerapan Manajemen
Resiko di Lingkungan Kementerian Hukum. Dengan adanya kebijakan MRPN,
Kementerian Hukum mempunyai komitmen yang tinggi untuk memudahkan Unit
Pemilik Risiko (UPR) dalam melakukan pengelolaan Manajemen Risiko ditingkat
masing-masing serta yang utama untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern

dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum.



2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud
Bahan informasi hasil implementasi pelatihan manajemen risiko organisasi sektor
publik di satuan kerja/organisasi.

b. Tujuan
Memberikan gambaran bagaimana dampak dan kebermanfaatan dari
implementasi manajemen risiko organisasi sektor publik di satuan kerja/organisasi
(Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat).

3. Ruang Lingkup

Menggambarkan proses penyusunan dan pemantauan Manajemen Risiko periode

semester | tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa

Tenggara Barat. Proses penyusunan dan pemantauan Manajemen Risiko tersebut

meliputi:

a. Sosialisasi dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terkait
penerapan Manajemen Risiko dalam pencapaian sasaran kinerja di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum.

b. Identifikasi Resikko dan Komunikasi dengan Unit Pemilik Resiko (UPR).

c. Penyusunan Pengendalian dan Pemantauan evaluasi Risiko pada sasaran kinerja

organisasi yang telah ditetapkan.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan
1. Sosialisasi Manajemen Risiko

Sosialisasi manajemen risiko adalah kegiatan untuk Dalam rangka memberikan
pemahaman dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya penerapan
manajemen risiko dalam suatu organisasi atau instansi guna mencapai sasaran kinerja
organisasi, Bagian Tata Usaha dan Umum melaksanakan kegiatan sosialisasi
manajemen resiko kepada seluruh bagian yang ada di Kantor Wilayah Kementerian
Hukum. Tujuannya adalah agar seluruh pegawai atau bagian/unit pemilik resiko
memahami dan mampu mengelola risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan mereka, sehingga tujuan organisasi/sasaran kinerja dapat tercapai

dengan efektif dan efisien.



Kegiatan sosialisasi manajemen resiko di Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dilakukan mengingat terjadi telah terjadi transformasi/pemisahan Kementerian
Hukum dan HAM menjadi tiga Kementerian dan dibawah satu Kementerian
Koordinator. Selain itu sosialisasi manajemen resiko juga perlu dilakukan Dimana
Kementerian Hukum telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum nomor 15 Tahun
2025 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Hukum, oleh
sebab itu peraturan tersebut perlu disosialisasikan mengingat dalam lampiran
Peraturan Menteri Hukum tersebut juga mengatur tentang sosialisasi manajemen
resiko baik tingkat Kementerian sampai tingkat satuan kerja kewilayahan. Oleh
karena itu dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi mengenai manajemen risiko
bagi seluruh pegawai/bagian/unit pemilik resiko di Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan sosialisasi manajemen risiko bagi seluruh pegawai/bagian/unit pemilik
resiko di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dilaksanakan
pada hari kamis, tanggal 22 mei 2025 bertempat di aula kantor wilayah Kementerian
Hukum Nusa Tenggara.

Penetapan Tujuan dan Identifikasi Resiko

Penetapan Tujuan dan ldentifikasi Risiko merupakan proses awal yang harus dilalui
dalam Manajemen Risiko. Penetapan tujuan merupakan kegiatan melakukan
inventarisasi/reviu terhadap Strategi/Program/kegiatan yang telah ditetapkan
berdasarkan perjanjian kinerja. Identifikasi resiko merupakan kegiatan melakukan
identifikasi terhadap potensi resiko serta penyebab potensi resiko dari seluruh
sasaran kegiatan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara
Barat. Identifikasi resiko dilakukan melalui komunikasi dengan semua bagian/unit
pemilik resiko. Proses komunikasi yang dilakukan dalam rangka memastikan berbagai
pandangan telah dipertimbangkan dengan memadai saat menentukan kriteria resiko
dan pengambilan Keputusan dari unit pemilik resiko. Penetapan Tujuan dan
Identifikasi Resiko akan dikoordinasikan dan/atau dikompilasi oleh Bagian Tata Usaha

dan Umum.



Penetapan Tujuan
Berdasarkan inventarisasi/reviu terhadap Strategi/Program/kegiatan yang telah
ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka penetapan

tujuan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

adalah sebagai berikut :

Unit Pemilik Risiko:
Periode Penerapan:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum NMusa Tenggara Barat
2025

No

Strategi/ Program’ Kegiatan

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan

Indikator Kineria

L
Konteks MR : Standar Kinerija

Fasilitaul Kantor Vilayan
Kementerian Hukum Musa
Tenggara Barat

Pengelolaan Administratif dan

Meningkainya pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Fersentase Pelaksanaan Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi di linglkup Kantor
wilayah Kementerian Hukum Musa
Tenggara Barat

Unit Pemilik Risiko:
Periode Penerapan:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

2025

No

|

Strategy Programi
Keaiatan

Fenyelenggaraan
Administrasi Hukurr

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan
Meningkatnya PRBP Ditjien AHL di
Kantaor Wilayah Kementerian Hukum
Musa Tenggara Barat

Indikator Kinerja
Persentase Peningkatan PRBPF Ditien
AHU di Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Musa Tenggara Barat

Umum di Wilayah
Kementerian Hukum
Musa Tenggara Barat
Fersentase Laporan Fengaduan
Terwujudnya Penyelesaian Fengaduan Masyarakat terkait Dugaan
Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Perilaku Motaris dan
Jabatan Motaris di Kantor Wilayah Pelaksanaan Jabatan Motaris di I
Kantor Wilayah yang diselesaikan
Persentase Masyarakat yang
Memahami Kekayaan Intelektual di
KeE:ynay:llﬂelr;tgegI:Ejgl i Meningkatnya Pemahaman Masyarakat |VWilayah Kementerian Hukum MNusa
- ternadap Kekayaan Intelektual di Tenggara Barat
3 Kantor Wilayah

Kementerian Hukum
Musa Tenggara Barat

Wilayah Kementerian Hukurm Musa
Tenggara Barat

FPersentase Peningkatan
Permohonan Kekayaan Intelektual di
Wilayah Kementerian Hukum Musa
Tenggara Barat




Unit Perm

ik Risiko:

Periode Penerapan:

Kantor Wilayah Hementerian Hukuwum Nusa Tenggara Barat

2025

— — = —

Febijakan Hukum di

rekomendasi strategi kebijakan hukum
o Tt eyt

= T ot e et

Strategi’/ Program Sasaran " - -
= Kegiatan Strategis/ProgramsHegiatan T L rEA
Fenyelenggaraan Terfasilitasinya Rancangan Produk Fersentase Rancangan Produk
Fasilitasi Pembentukan |Hukum 4di Daersh Hukum di Daserash yang Difasilitasi
Regulasi di Wilayah oleh Kantor Wilayah HKementerian
Hukum Musa Tenggara Barat
-
hMeningkatnys Pembinaan BDinmish Feningkatan Kapasitas
Ferancang Peraturan Peruondaisg- Pembinaas.] enags BEscsogoang
undangan Berstufan Fesundaineg-u mdsang s
Fenyvelenggarssn Tervrujudnya Ana s dan Evaslussi Jumilah Anslisis dan Evaluaasi
Fasilitasi Perencanaan, | PFroduk Hukum di Wilayah serta Prod ukiFmielmm e ng ks uks n
=1 Pemantauvan dan Fasilitasi Perencanaan Peraturan
Evaluasi Produk Hukum | Daerah
di Wilayah
Fenyelenggaraan Terwujudnya Pengelcizoan Fersentase Anggota JDIHMN yang
Fembinaan Hukum di Keanggotaan JOIHM di Wilayah Dikelola terhadap Total Anggota
Wilayah Meningkatnya Layanan Bantuan Persentase Layanan Bantuan
Hukum di Wilayah Hukum Litigasi yvang Diberikan
terhadap Total Permohonan 5
Layanan Bantuan Hukom Litigasi
=3 Fersentase Layanan Bantuan
Hukum Mon Litigasi yang Diberikan
terhadap Total Permohonan 5
Layanan Bantuan Hukum Mon
Litioosi
mMeningkatnya Desa Sadar Hukom di Fersentase Peningkatan
Wilayah CresasHKelurahan Sadar Hukum
wang Memenuhi Kriteria sebagai 5
DesasMelurshan Binaan terhadap
Total Usulan Kantor Wilayah
T |Analisis Strategi Terwujudnys kemanfastan Fersentase rekomendasi strategi

webijakan hukum di wilayah yang

Konteks MR : Risiko Fraud

Pengelolaan Administratif
dan Fasilitatit Kantor

Meningkatnya pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah

FPersentase Pelaksanaan Rencana
Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup

Regulasi di Wilayah

8  |wilayah Kementerian Kementerian Hukum Musa Tenggara Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Hukum Musa Tenggara Barat Musa Tenggara Barat
Barat
Meningkatnya PRBP Ditien AHU di Persentase Peningkatan PHNBP Ditjen
Kantor Wilayah Kementerian Hukum AHU di Kantor Wilayah Kementerian
Egny‘el_e?gg.arHaa: Musa Tenggara Barat Hukum Musa Tenggara Barat
g .Um"lll:r':sdirﬁﬁillay'-elmum Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan |Persentase Laporan Pengaduan
Kementerian Hukum Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran |Masvyarakat terkait Dugaan
Musa Tenggara Barat Jabatan Motaris di Kantor Wilayah Pelanggaran Perilaku Motaris dan
Felaksanaan Jabatan Motaris di
Kantor Wilayah yang diselesaikan
10 [Penyelenggaraan Temwujudnya Penegakan Hukum Persentase Penyvelesaian Aduan
Analisis Strategi Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi |Persentase rekomendasi strategi
Kebijakan Hukum di strategi kebijakan hukum di wilayah kebijakan hukum di wilayah yang
11 |wilayah ditindaklanjuti
Penyelenggaraan Terfasilitasinya Rancangan Produk Persentase Rancangan Produk
4z |Fasilitasi Pembentukan Hukum di Daerah Hukum di Daerah vang Difasilitasi

Meningkatnya Pembinaan Perancang
Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Peningkatan Kapasitas
Pembinaan Tenaga Perancang

Konteks MR : Risiko Keuangan

Pengelolaan Administratif
dan Fasilitatif Kantor

Meningkatnya pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah

Fersentase Pelaksanaan Rencana
Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup

Regulasi di Wilayah

inre .
13 |Wilayah Kementerian Kementerian Hukum Musa Tenggara Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Hukum Musa Tenggara
Barat Musa Tenggara Barat
Barat
Penyelenggaraan . .
Administrasi Hukum Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Persentase Peningkatan Penerimaan
14 [Umum di Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Megara Bukan (PNBP) Pajak
K t y Huk Musa Tenggara Barat Direktorat Jenderal Administrasi
ementernan Hukum a4 Hukum Umum di Wilayah
Musa Tenggara Barat
Analisis Strategi . . |Persentase rekomendasi strategi
- . Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi o A
15 |Kebijakan Hukum di - o - kebijakan hukum di wilayah yang
) strategi kebijakan hukum di wilayah . I
Wilayah ditindaklanjuti
Penyelenggaraan Terfasilitasinya Rancangan Produk FPersentase Rancangan Produk
15 Fasilitasi Pembentukan Hukum di Daerah Hukum di Daerah vang Difasilitasi

Meningkatnya Pembinaan Perancang
Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Peningkatan Kapasitas
Pembinaan Tenaga Perancang




b.

Identifikasi Resiko

Berdasarkan hasil komunikasi dengan semua bagian/unit pemilik resiko, maka

dilakukan

dapat

Identifikasi

Resiko

terhadap

pencapaian

Strategi/Program/kegiatan yang telah ditetapkan pada tahap penetapan tujuan.

Identifikasi Resiko terhadap pencapaian Strategi/Program/kegiatan disusun

sesuai dengan Konteks Resiko sebagai berikut :

Unit Pemilik Risiko:

Langkah 2: Identifikasi Risiko

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Periode Penerapan: 2025
Sasaran Sumber
No | StrategisiProgramfKe | Indikator Kinerja | Kode Potensi Risiko Pemilik Risiko | Kode Potensi Penyebab Risiko
giatan (nternallEkstemal)
|1 2 3 4 5 6 7 8 E]
Kontek MR : Standar Kinerja
Program : Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Ki Hukum Nusa Tenggara Barat
1 |Meningkatnya Penerapan [Milsi Reformasi Menurunya citra Kantor Wilayah Risika Reputasi Kantor wilayah 11 Lambatnwarespon dan klarifikasi dalam Intemnal
Pieformasi Birokrai di Birokrasi Genersl Kementerian Hukum Huss 1angka penanganan kasus terkait
lingkungan Kementerian  [Kementerian Hukum TenggaraBarat skibat adanya Kantor wilaysh 12 |Manajemen mediamassa serta media Tntemnal
Hukum 1 |berita atau izu negatif sosialdalam penanganan !
pengelolaan beritayang menyanghkut
isu-isu strategis belum optimal
dilakukan sehingga berita menjadi viral
Tidsk tercapai Target Perjanjian Risika Operasional | Kantorwilaysh 21 |Kebiiskan perencanaan tidsk selaras Tnkernal
Kinerja K aritor Wilaysh Kementerian dengan kehijskan pelaksan aan kinerja
Huleum Musa Tenggara Barat program dan kegistan
Kantor wilayah 27 |Lemahnya pengawasan atas Tntemnal
pelakeanaan kegistan gunamencapai
2 Target Perjanjjan Kineda
Kantor wilayah 23 [Terdapat efisiensi anggaranyang Eksternal
menghambat pelaksanaan kegiatan
guna mencapai Target Perjarjian
Kineija
Til=i SAKIF Kantor Wildgsh Fisike Dperasional |_Fantorwilayah 31 |Dokumen data dukung Tnkernal
Kementerian Hukum Husa penyelenggaraan SAKIF belum
TenggaraBarat menurun lengkap serta tidak disusun sesuai
5 |dbandingiantzhun sebelumnya turan dan requlasi yang berdaku
Kantor wilayah 3z SPIP belum terimplement asi secara Internal
optimal dan meryehih
Kantor wilayah 33 Dakumen Manajemen Risiko belum Internal
tersusun dengan baik
Penurinankualitas dokumen Fistko Operasional | Fantorwizyah 37| Tidak ada reguizsi yang jeias tethadap Tremal
Perencanaan dan Penganggaran penyusunan Pencana Kinerja jangka
pada Kantor Wilaysh Kementerian parjang, jangka menengah, dan
Huloum Musa Tenggara Barat jangkapendek
Kantorwilayah 42 [Pedoman penyusunan dokumen Internal
tencana angaaran belum
tersosislisasikan dengan baik kepads
d para pamanghu tusi
Kantor wilayah 43 |Keterbatasanjumlah SOMyang Internal
memilid kampetensi di bidang
perencanaan dan penganggaran
Fantor wizyah 38 | Terdapat efisiens) anggaran yang Elmtermal
menghambat pelaksanaan kegiatan
weritikasi{ superisiterhadap dokumen
perencanaan dan penganggaran
Pelaksanaan kerja sama tidak Risiko Operasianal | KantorWilayah 51  [Pengaturan pelsksanaan kerja sama Internal
zesuai dengan ketentuan dalam dalam dokumen kerja sama khususnys
dokumen kerja sama mengenai hak dan kew sjkan tidak
c tepat dan proporsianal
Kantor wilayah 52  |Kuangnya sinergitas dan kaordinasi Ekstemnal
dengan mitra kerja terkait
Fartor wizyah £3 |Lemahnyapengaw asan seita evalias Traemal
[ R I ataz pelaksanaan kerja sama
Terdapat laporan pengaduan o Fistko Feputasi | Kariorwilsyah 51 |Lemahnyakoordinas antars perigas irnemal
lingkungan Kantar Wiaysh pengelola pengaduan dengan pihak
Kementerian Hukum Musa terkait sehingga pelsksanasn layanan
& |TenggaraBaratyangtidak pengaduan menjadi kurang resporsi,
ditindaklanjuti tepat wakiu dan informatif, dan transparan
Bdanya gangguan{ kerusakan Figiko OPerasional | Kantor Wizysh 71 |Pusakrpa pirantijaningan intemet dari Eksternal
pada sistem, perangkat, atau ISP
{afingan peruniang SPBE di Kantor Wiapah 72 |Umur pakal perangkat keras Trwerreal
7 lingkungan Kantor Wilayah [Argrzheane ) sudah melampaui masa
Kementerian Hukum Nusa efektl penggunaan
Tenggara Barat Fantor Wilayah 73  |Bugs!kesalzhan sistem pada Trternal
perangkat unak fradneans/ yang
terinztall dikamputer user
Rendahnyakualitaz capaian Risiko OPerasional | Kantor Wilayah 61 [Dokumen Analisiz Beban Keiabelum Trternal
Sasaran KinerjaPegavaidi disusun secara memadai sehingga
linghungzn Kantar Wilzysh penemp atan pegaw 3 seringkslitidak
Kementerian Hukum Nusa sesusi dengan kompetens dii dan
Tenggara Barat vang sesuai kebutuhan jabatan
dengan standar Kantor Wilaysh 6.2 |Keterbatasanjumlsh pelatihan yang Ekstemnal
8 dapat diikuti pegaw ai sekingga
menyehabhan keserjangan
kompetensi SOM yang cukup signifikan
Kantor Wiayah 53 |Efsiersi anggaran yang menghambat Estemnal
pelaksanaan kegiatan peningkatan
kompetensi pegaw ai ditingkat Kantar
Wilzuzh
Hak-hak kepegaw aian di Risiko OPerasional | KantorWilayah a1 Dokumen data dukung usulan hak Internal
linghungar Kantg /ilayah kepegaw aian belum memadail
Kementerian Hukum Nusa lengkap sehingga terjadi
Tengaars Biarat tidsk diferican keterlambatan dalam pengusulanhak
g |tepetwalEERsa standar Kantor Wiayah 32  |Lambatnyarespon dar miva kerjal Ekstemal
instansilain terkait penerbitan
dokumen hak kepegawsisn
FCantor Wisyah 53 |Lemahnya pengaw asan atas Trternal



|1 Bt KR GRS [— — W[ SR s s e s e s, e
rahasia kepada pihak yang tidak tethadap pelaksanaan diswibusi dan
0 berkepentingan pengelolzan persuratan
Fantorwilzgsh | 02 |Kurangnyakesadaran pengsiola Tntemal
persuratan dalam menjaga
kershasiaan dokumen negara
Terjadinyakerusakan fhehilangan | Risiko Kepatuhan | Fantor Wiayah 11 |Tidak ada sistem pengelolaan serta Tnuemal
arsip penting | krusial sistem pengamanan yang jelas dan
terstruktur terhadap arsip Fisik maupun
n digital
Fantor Wilsysh T2 |Proses digitalizasi arsip yang tidak Tntemal
sfelif dan menyelunsh sehingga
terdapat arsip yang tid ak terdigitalis asi
Tidk terpenuhinga kebutuhan FiskoFebiakan | Fantor Wikayah 21 |Kebijakan perencanaankebutuhan Tntemal
sarana dan prasarans dilingkungan BMMNtidsk selsras dengan kondisi dan
Kantar Wilayah Kementerian Hulum kebutuhan ril BN dilapangan
12 [MuszaTenggara Baratsecara Hantor Wilaysh 122 |adarwa Elisiensi anagaran yang Eksternal
memadai menunda pelaksanaan belanja modal
untuk memenuhi kebutuhan sarana
dan prasaiana
15| Tefambatnya peryelesaian Fisiko Reputasi | Kanter Wizyah 51| Kurangnyainformas terkait pelayanan Tnternal
keluhanipengadusn masyarskat pengaduan
Program: Penyelenggaraan A i Hukum Umum di Wilayah K ian Hukum Nusa Ten; Barat
1 |Meningkatnya PRISF Oiten Fersentase Tidak Tepat Wakn Pelaksanaan W1 |JadwalFeqmtan Pejabat Tang padat kel
AHU di Kartor Wilaysh Peningkatan PHBP Pelantikan dan Pengambilan dan berbenturan dengan kegiatan
KementerianHukum Musa | Oitien AHU diKantor | 14 | Sumpah Kewarganegaraan, Motars | ResikoKebiskan | Kantorwilaysh [ 9.2 | Terlambatnya Pengampaian SK
Tenggara Barat wilaysh Kementerian dan Pejabat Penyidic Pegan i Pengangkstan dan data dukung Eksternal
Hiboim Bloisa Klanari Sinil IPPRIST Tmimmans b m b mimla
- T TenogssBaraT Ganaguan jafingan yang serng 151 [keterbatazan bandwidth dan seringnyz
5 |reriadimenghambat proseskinera | HesieOperasional | Kantorwilayah maintenance jaringan di Pusat i Eksternal
Berkurangnya Publikasi Kepada
Masyarakat Luas Terkait Layanan
frdministrasi Hulum Umum (HU)
dan kebijakan Pemerintah Dalam ; iensi
L e o, | FeskoOperasional | Kamorilzpan | 161 ;‘n‘;g’:fa‘:“"""gga’“ dan Efisiensi Eksternal
dan konsistem melalui kegiatan
Sasialisasi Diseminasi, Rakor, dan
Seminar
7| Terwujudrya Persentase Laporan
Penyelesaian Pengaduzn | Pengaduan )
Masyarakat terkait Dugaan | Masyarakat terkait Tethambatnya Peryelessian
Pelanggaran Jsbatan | Dugaan Pelanggaran pemasalahan kenotartatan pada Jadwal Ainggots MPO,MPY dan MKN
Notaris dikartarwiaysh (Perlskublataiz dan | 7 |MeieisPenoavaslearshMPOL | o i oo | Weariartilagah | 171 | yang padat dan sering berbenturan dengan Ekstemal
Pelaksanaan Jabatan Maielis Pengau as Wilaysh (MPW) kegiatan yang lain
Nataris di Kantor dan Majelis Kehormatan Nataris
wilayah yang MR
diselesaikan
Susahnya akses dan internet pada
Tidsk semus Masyarskat dapat daersh pelozok dimanz NTE memilki 2
1 pEaE ReskoOperasional | Kartor'wilayah | 181 (dual Pulau yangmemilki potensi Ekstemal
mengases layanan kanuil NTB g
jzlam layanan yang dibutublan olsh
masyarakat
1 [Meningkatnya Persentase Kantor Wilayah 191 Keterbatasan jumlah pegawai vang Internal
Pemahaman Masyarakat | Masyarakat yang memilikikompetensidalam memberikan
terthadap Kekayasn Memahami Kekayaan diseminasi| edukasiterkait Kekayaan
Inteleltual di wilsysh Intelektual di Wilaysh Intelektual
Kementerian Hulum husa | Kementerian Hukum Kantor Wilayahiijp. 9.2 |Tidak adaregulasi{ sistem vang jelas el
TenagaraEiarat Musa TenggaraBarat dalam pemetaan masyarakat yang
memerlukan diseminasi | edukasi terkait
Tidak semualilasyarziat yang kekayaaninteleloual sehingga
4y  |meneiima Dizeminasi | Edulesi isiko oo S diseminasi | edukasikekayaan
memahami informasi vafleait 5 intelektual belum tepat sasaran
Kekagaan Intelekiuzl denganibaik Kantor Wilayshy 133  |Lokasitujuan pelsksanaan diseminasi{ Ekstermal
edukasiyang terpenci sehingga sulit
untuk dijangkau
FantarWilaysh | 194 |Tidak adanya sistem Aescbact dan Ekstemal
masyarakat yang telah menerima
diseminasi{ edukasi untuk mengetahui
efektivitas pelsksanaan diseminasi |
efisiensi
Persentase JumlahPermohonan Kekayaan tisika kebijakan Kantor Wilayah 201 [Luasnyawilayahkeqadibuza Eksternal
Paningkatan Intelektual tidak mencapai target TenggaraBarat yang tidak didukung
Permahonan dengan SOMusngmemadai sehingga
Kelayaanlmelebual | 0 menyulitkan dalammemberikan
di'vilayah pelayanan yang efekif
Kementerian Hukum Kantor Wiayah | 202 |Efisiensi anggaran yang menghambat Elesternal
Nusa TenggaraBarat pelaksanaan kegiatan layanan
Kekauazn telabnisl




Progiam : Penyel Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah
7 [Terfasiitasinga Perzentase tidak terapainya jumiah FeskoKepathan | Kantor'Wiaysh | 211 | Tidakpatuhnys Pemenintsh Daerah Eketemal
Fiancangan Produk Piancangan Praduk permohonan Harmonisasi olsh baik Provinsimaupun KabupateniKota
Hukum di Daerah HukumdiDaershyang| 21  |Pemerintah Daerah baik Provinsi melaksakan proses hamonisasi
Difasilitasi oleh Kantor maupun Kabupatenota dalam Kantar Wilaysh 212 |Lambatnyaproses pelaksanaan Tntermal
Wilaysh Kementerian pembentukan Fapeidadan Harmanisasi
7 | Meningkatnya Pembinaan | Jumlsh Peringkatan Perancang Peraturan Perundang- | FleskoKepawhan | KarorWilaysh | 221 | PerancangPeranian Perundang- Ttermal
PerancangPeraturan | Kapasitas Pembinazn undangan masih perlu peningkatan undangan masih perlu peningkatan
Perundang-undangsn | Tenaga Perancang 22 |kompetensi kompetensi
Peraturan Perundang-|
undangsn
Program - 90 Fasilitasi Pembentukan B di Wilayah
1 | Terwujudnya Analisis dan | Jumlah Analisis dan Hasil Analisis dan Evahuasi Hukum FantarWiapsh | 231 |Belm adanya pedoman stau lata cara Ekstemal
EvaluasiPradul Hukum di | Evaluasi Produk tiddak sesusi dengan keburuhan dari melaksanakan analisic dan suzluasi
\ilaysh seraFasiftasi | Hukumyang Dilskukan Pemerintsh Daerah produk hukum daersh yang sesusi
Paren dengan kebutuhan Pemerintzh Dagrah
e - KanorWilapsh | 232 |Keterbatazan jumiah pegaw ai yang Trwernal
memill kompetensi di bidang analisi
dan evaluasi hukum
Program - Pembi Hukum di Wilayah
1 | Terwujudnys Pengelolaan |Persentase Anagota Pengelolzan JOHN dan Fisikoebiakan | KamorWisysh | 251 | Tidak sdanyaJFT Pustakauan yang Teernal
Keanggotaan JOHN i |JOHN yang Dikelola Perpustakaan Hukum tidak optimal memilld kampetensi dalam
Wilayah tethadap Total pengelolaan JOHN dan Perpustakasn
Anggota JOHN di ki FantarWiapsh | 252 |Lemahnya pengawasan tethadap Tternal
Wilaysh pengelolaan JOIHN oleh Ainggota
Kantor Wilayah 253 [terbatasnya anggaran untuk Trkermal
melakulkan manitoring pengelolaan
2 [MeningkatnyaLayanan  |Persentase Layanan Banyaknya Permohonan Bantuan | Fisiko Operasional | KartorWiaysh | 261  |Ketetbatasan pengetahuan terkait Eksternal
Bantuan Hukum di Wilaysh | Bantuan Hulum Hukum Litigasitidak dapat diterima administrasipada Pemberi Bantuan
Litigasi yang Diberikan atau terlambat disjukan ke proses Hukum Litigasi sehinaga dokumen
tethadap Total 26 |pencairan permohonan bantuzn hukum liigasi
Permahanan Layanan yang disjukan tidak lengkap
Bantuan Hukum KarmorWiaysh | 26.2 | Pemohon tidak memenuhi syarat Ekstemal
Litigasi sebagai penerima bantuan hukum
Fendahnya kualitas layanan Fisiko Operasional | FantorWiaysh | 271 |PelaksanaanPeisidangan secara Ekstemal
Biantuan Hukum Litigasikepada daring sehingga Pemberi Bantuan
27 masyarakat Hubum sulit bertemu secara langsung
dengan Penerima Bantuan Hukum
FartorWiaysh | 272 |Lemahnyapengawasan atas Tnteinal
pemberian Layanan Bantuan Hukum
Tetjadinga duplkasi pengajuan Risiks Operasional | KartorWiaysh | 281 | Tid=kterdspatzarana mediayang Ekstemal
pencairan anggaran Bantuan dapat mengintegrasikan database
Hukum Litigasi untuk satu perkara permohonan bantuan hukum litigasi
28  |vangsama kepadainstansiyang yang diajukan ke Kantar Wilayah
berbeda dengan permeohonan yang disjukan
Pemerintsh Daerah Provinsi maupun
Kabupaten {Kata
Persentase Layanan Barwyakrya Permokonan Bantuan [ FiskaDperagional [ Kantor Wilayah 231 |Ketethatasan pengetahuan terkait Eksternal
Bantuan Hukum Non Hukuum lafelitioasi idak dapat administrasipada Pemberi Bantuan
Litigasiyang Oiberkan | 29 | diterima stau terdambapdisikanke HukumMan Litigasi sehinaga dekumen
tethadap Total prosas pencairan permohonan bantuan hukum non-
Permahanan Layanan litigasi yang disjukan idak lengkap
Bantuan Hukum Non Fendahnys kualitas [zyanan RisikoDperasional | KantorWilaysh | 301  |FelaksanaanFemberianBantuan Eksternal
Litigasi Eizrtuzn Hukum bHon Litigasi Hukum nion-litigasi yang tidak tepat
30 |kepadamasyarskat sasaran
WartorWiaysh | 302 |Lemahnyapengawasan atas Tneetnal
3 |Meningkatnya Desa Sadar |Persentase MasihterdapatDesaiKelurshandi | RiskoKebiakan | Kantorwiaysh | 311 |Kondisigeografis wilapsh yangluas, Intemal dan Ekstemal
Hukeum i Wilaysh Peningkatan Musa Tenggars Baratyang belum dengan jumizhDesa { Kelurshan yang
Desaliehushan ditetaplan menjadiDesal sangat banyak diMlusa Tenggara
Sadar Hukum yang Kehurshan Sadar Hukum Biarat, sena keterbatasan SOM
Memenuhi Kriteria pelaksana sehingga menyulikan
sebagai El proses pelaksanaan penilaian Desal
Desaliehushan Kelurahan Sadar Hukum
Binaan terthadap Total KantorWilapah | 312 [Terdapat Efisiensi anggaranyang Ekstemnal
Usulan Kantor ilayah menyulitkan pelsksanaan penisian
Diesa { Kelurzhan Sadar Hukum
Terdapat daerzh yang bekim Fisle Operasional | KartorWiapsh | 321 |Rondisi geografis wilaysh yang s, Trtemal dan Ekstemal
pemahmendapatkan pembinaan dengan jumishDesa{ Kelurshan yang
dan dilakukan perilaian unik sangat banyak diMlusa Tenggara
ditetapkan menjadi Desal Barat, serta keterbatasan S0M
Kelurahan Sadar Hukum pelaksana sehingga menuuiitan
32 proses pelaksanaan pembinaan Desal
Felurahan Sadar Hukum
Kantarwilapsh | 322 |TerdapatEfisiens anggaranyang Eketemal
menyulitkan pelaksanaan pembinaan
Dies { Kelurshan Sadar Hukum
Progiam : Anal Swrategi Kebijakan Hukum
1 |Terwujudnys kemanfzatan| Fesentase Terdapat ekomendasi hasi analisis Kantorwilapsh | 331 |Pihek terkai belum memahami Teermal
rekomendasi strategi rekomendasististegi | o |kebiakan yang belum disksanskan pertingnya pelaksanaan rekamendasi
kebijakan hukum di wilayah| lkebijakan hulum di hasi kajizn sehagai upaya perbaikan
e |vilayshyang dan peningkatan kebijakan
Gl = tidak tetdapat rekomendas hazi Kartor Wilapah | 3d.1  |Fekurangan anagaran untuk Elstemal
¢ |znaliis kebijakan akibat dari melaksanakan analsiz kajian terthadap
kurangnya analisis kebijakan di kebijakan - kebijakan di daersh
daersh
Konteks MR : Risiko Fraud
[Program : Pengelolaan Administratit dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
7| Meningkatnya Penerapan | Miai leformasi Teidzpat prakik FEN [Forpsi, Flisiko Fraud Famor Wiaysh | 351 |Futangrys komimen danintegitas Irnemal
Reformasi Birokrasi di Birakrasi General Kolusi. dan Mepotisme] dalam jajaran pimpinan dan pegaw ai dalam
lingkunganKementerian | Kementerisn Hukum pelzksanasn kinerja dan pelayanan membangun budays kerja yang bebas
Hulkwm dilinglungan Kantor Wilaysh darikorupsi
35 Kementerian Hukum Nusa Kantor Wilayah 352 |Program pubdc campasn ant Intemnal
Tenggara Barat gratifikasi dan punglitidsk
tersasialisasikan dengan baik kepada
selunuh ajaran dan masyarakat
FartarWiaysh | 353 |Lemahnyapengawasan dan evaluasi Irwemal
atas pelaksanaan kinerja dan
Terdapat pegawaivangmelanggar | Risika Kepatuhan Kantor Wilayah 36.1  |Masihterdapat pagaw ai yangtidak Internal
kode etk dan disiplin di lingkungan hami kade etk dan disiplin
36 | Kantor Wilayah Kementerian Hukum KantorWiaysh | 362 |Lemahryapengawasan dan evaluasi Iraemal
NusaTenggaraBarat atas penerapan disiplin terthadap
pegavai
[Program - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum layah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
1 Persentase
Meningkatnya PNEP Ditjen| Peningkatan PNEP
:Hu diantortiaysh | Dijen AHUdiKantor | oo |Potensipenerimaan aratfikasi Resko Fraud KantorWiaysh | 371 |Fendshnyantegitas Petugas -
ementerian Hukum Nusa | Wilaysh Kementerian dalam memberikan pelayanan Layanan
Tenggara Barat HukumMusa
Tenggara Barat
B Persentase Laporan
Pengaduan
;erwuiudn?a Masyarakat terkait KurangnyaPerisn 22an MPY/
enyelessian Pengaduan | Dugaan Pelanggaran K s MPD JsrakdLokasi Kantor Hot
Masyarakat terkait Dugaan | Perlakulotais dan | 38 | i s N e ReskoDperagional | KantorWiggah | (881 | o -(ras hankar Bomans sang Eksternal

MPM Karad= Mntaric il =i Toass

<znnat lank cara nadarus Keniztan




3 |Ternujudrya Peregakan |Perssrnass Terjadina pelanggaran ukum tiskosparasionsl | Kantorbiaysh | oo |Lemshiya pengauasandan Eksternal
Hukum Keksyasn Peryelessian Adusn Kekayssn Intelekrusl dilingkungan periegakkan hukum kekaysan
Irelebrualdiwilzysk  |Pelanggaran 33 |Karwor ilaysh Kemerverian Hukum Farmor iy Flasih kurangryps kesadaran Ekztermal
Kemerterian Hukum Buss |Keksysan mrelskusl Mhiss Tenagars Bisrat 352 | masyarakat ates kepatuhan hukum
TenggaraBarst ditilayzh kekayaanintelekusl
Program - Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wiagah
4 | Tenvufudry= Peregskan [Dersertass Poten penetimasn g aifkes] Tisea Fraud el
Futkum Kekapasn Peryelessian Aduan | 40 |dalam memberkan rskomendasi KantorWilaysh | 401 |Kurangrys integritas pegawsi
Incelektusldiilsysh  |Pelanggsran keadapihak kit
Kementerian Hukum Nusa |Kekayaan Intelektusl Potens penenimasn gratifas dan Fieiea Fraud ntermial
Tenggara Barat di'wilaysh 41 | pihak terkait sehingga tidak Fantor Wilayah 411 |Kurangrya integritas pegaw ai
Kemertetiar Hukum dilskzaniskan analisis kebijakan
Konteks MR - Risiko Keuangan
Program : Pengelolaan Administratit dan Fasiltatif Kantor Wilayah K Hukum Husa Tenggara Barat
Karior Wiaysh | 4z.1 |Ketetbatasan jumish pegaw sl yang ntermial
memill kampetensi dalam
Rernelolsan dan perananung
jaw abian keuangan sehingga
3 \ meningkatkan potensi terjadinya
crsertase Haslaban el o
Mok o [Felskeanan Terdapat kerugian negsra dalam 7 [ L —
B et [Rencanaiksi peryekenggaraan kineria dan s -2 Murangnya integiitas pengelola rteinal
1 |t eals) INGHP NN Riformasi Birokessidi | 42 |pelayanan diingkungan K antar Rigika Kevangsn keuangan sehingga terjadi
e lirghup Kartar Wilaysh ilaysh Kemerteriar Hubum Huss penyalahgunaan v ewenang dalam
ukum busa Tenagars 2 Hukum TenggaraBarat menyuzun laporan penanggung
Barat Nuga Tenagera Barat jaw abian keuangan yang idak
[ T sttt I N R, skurtabel secars sengsis
TTrTTTTTTTTTT Tt B Kartor Wilayah 423 [Terdapat pengembalian ke kas negara Eksternal
berdasarkan Hasil Audit Inpektorat
jenderalBPK terhiadap pengelolaan
kevangan
Program : Penyelenggaraan Administasi Fukum Umum di Wilayah Kementerian Hukum Husa Tenggara Barat
| Merirgk sty DHER Ditjer | Perseriass
AU dikarter Wilaysk | Peringkatan
Kemenkarizn Hulum bhuzs |Penerinasnllegars Pertangguna jsw sbar PEERsar asn Lamanys pertanggungisw sbanyang
Tenggara Barat Buan PEPYPaisk |43 yatan Tiok Tepar Wak Regiiglgiagonal |fRaforvilayah | 431 | Gy ogean nioh pelskzana keglatan freeanal
Admiristrzsi Hukum
Urmum i b aysh
Program : Analisiz Strategi Kebijakan Hukum di Wilaysh
Pemanfaatan anggaran untuk Proses perencanaankegiatan kurang
Persenase 44 | analisis kebijakan digunskanuntuk | RiskoKeuangan | Kantorwilaysh | 441 |cemmat, sehinggapenggunsan Internal
Terwujudnya kemanfaatan | iekomendasi strategi ) " - g " ;
A " , legiatan lzin anggaran yang tidak sesuai
1 [rekomendssisuatea | kebiskan hukum di T - s -
kebijakan hukum diwilaysh | wilsyah yang esediaan anggaran uniue ) Eteratasan anggaran iy
i ; 45 | melaksanakan kegistan analisis KartorWilaysh | 451 |pelaksanaan analisis kebijakan di Interml
ditindaklanjuti ;
kebilskan wilysh

3. Pengendalian dan Pemantauan serta evaluasi Risiko
a. Pengendalian resiko merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya
mencegah atau meminimalisir terjadinya resiko, yang disusun berdasarkan profil
resiko (potensi risiko dan potensi penyebab risiko). Untuk profil risiko “Tinggi” dan
“Sangat Tinggi” maka rencana pengendalian risiko yang disusun adalah Preventive
Action (Prv), Ris Mitigation (RM) dan Corrective Action (Crr). Untuk profil risiko
“Sedang” maka rencana pengendalian risiko yang disusun adalah Preventive Action
(Prv) dan Risk Mitigation (RM); dan untuk profil Risiko “Rendah” dan “Sangat
Rendah” maka rencana pengendalian risiko yang disusun adalah Preventive Action

(Prv).

Langkah 5: Rencana Perlakuan Risiko N
Unit Pemilik Risiko: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
Periode Penerapan: 2025
.
Kode Potensi Penyebab Tingkat dan Prioritas KRI/ Indikator Toleransi Kode Pengendalian Risiko KCli Indikator Target Penanggung
Risiko Profil risiko Risiko Utama Risiko Risiko (PrviRMICrr) Pengendalian Rsiko v Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Kontek MR : Standar Kinerja
| Program : Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
Bugs / kesalahan Pemeriksaan lisensi software
Jumlah perangkat
sistem pada perangkat lunak (software) guna memastikan Jumlah kegiatan Bagian TU dan
7.3 |lunak (software) yang 4 1 10 Prv7.3.1 |penggunaan software sudah  |pemeriksaan lisensi 4 kegiatan g
yang mengalami Umum
terinstall di komputer sesuai dengad perjanjian software
bug
user lisensi yan@telah disepakati
‘Waktu i@spon
maksirth Pl Menjalin hubungan baik Jumliah kegiatan temu 2 Kagiatan Bagian TU dan
Lambatnya respon dan dengan mediamassa media Umum
penyelesaian
dalam rangka
11 2 penanganan 48 N
penanganan kasus kasus terkait Menerapkan SOP quick Presentase penerapan
terkait Kementerian RMA11 respons dalam rangka SOP Pengelolaan 100% Bagian TU dan
Hukum (am) penanganan kasus terkait Informasi dan Berita Umum
Kemenkum Negatif / Viral
Terdapat efisiensi Persentase R,




b. Pemantauan, reviu risiko dilakukan untuk memantau dan melaporkan Risiko yang
terjadi serta seberapa efektif rencana pengendalian yang telah direncanakan
dalam mengendalikan Risiko tersebut. Pemantuan dan reviu dapat dilihat sebagai

berikut:

Langkah b: Pemantauen dan Feviu
Uit Penilik isike: ~ Kantor Wilayah Kementeian Hukum Nusa Tenggara Barat
Perinde Penerapan: 025
oy i Penmebab | TnghatdonProfd | KRl{hdkator | 100 "j*“l’;? Fiskoterjadi- |  PengendskinRisikoyang |KCl Indikator Penanugung | 1. Rzisaspm - .
Fusiko Pisiko Urama Rsiko anst = ) | Toleransiisto diaksanakan [eksekusi)  |Pengendalian Risika davab e h“‘-"m‘*“'n SR Rl
1 2 3 4 5 5 7 D ] F e | 8| ® 5
s e e P
E N : syt | Pesunkdisndanga | Dyl nl e Kakawwdl [ dlzpom| 1 25 |Kegitan Sah dlaksanckan |[0UK 81 Googie e
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C. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan maka hasil yang dicapai dalam rangka

implementasi manajemen risiko organisasi sektor publik di satuan kerja/organisasi

(Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat) adalah sebagai berikut :

1. Tersosialisasinya Peraturan Menteri Hukum nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Hukum. Serta meningkatnya
pemahaman dan kesadaran pegawai/unit pemilik resiko terhadap pentingnya

penerapan manajemen resiko organisasi dalam pencapaian tujuan.



2. Setiap pegawai/unit pemilik resiko mengetahui/memahami
Strategi/Program/kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja yang
telah  ditetapkan, sehingga masing-masing unit pemilik resiko telah
mengetahui/mampu mengidentifikasi potensi resiko dan penyebab potensi resiko.

3. Dengan teridentifikasinya potensi resiko dan penyebab potensi resiko maka dapat
disusun/dianalisa cara pengendalian resiko yang akan dilakukan. Maka dengan
demikian, selanjutnya dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan

cara pengendalian resiko tersebut berjalan dengan baik.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka implementasi penerapan
manajemen resiko organisasi sektor publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Nusa Tenggara Barat, bahwa pelaksanaan penerapan manajemen resiko melalui
kegiatan sosialisasi, penetapan tujuan dan identifikasi resiko serta pengendalian dan
pemantauan resiko yang telah ditetapkan berhasil menurunkan tingkat risiko yang telah
diidentifikasi sebelumnya.

Pelaksanaan kegiatan penerapan dokumen manajemen resiko ini diharapkam dapat
terus dilaksanakan secara berkala sehingga dapat meminalisir atas kemunginan resiko
yang terjadi, selain itu diharapkan agar operator wilayah sebagai unit pemilik resiko
diberikan pelatihan terkait penyusunan manajemen resiko lebih lanjut.

Penutup
Pelaksanaan Kegiatan implementasi penerapan manajemen resiko organisasi sektor
publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat tahun 2025 telah
berjalan dengan baik dan lancar. Demikian laporan yg dapat kami sampaikan sebagai
bahan informasi dan masukan dalam penerapan manajemen resiko pada kantor wilayah
Nusa Tenggara Barat.

Dikeluarkan di: Mataram

Pada Tanggal :18 Juni 2025

Mengetahui,

Al i epala Kantor Wilayah,
s

c‘
(L))

Qryr

MUHAMAD AMIN IMRAN [STI PUTU MILAWATI



DOKUMENTASI

PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN RESIKO SASARAN KERJA PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT

1. Kegiatan Sosialisasi Manajemen Resiko (Kamis, 22 Mei 2025)







